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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Bahwa Para penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Klaten, 

memandang senjata airsoft gun tidak dapat dikategorikan sebagai senjata 

api, para penegak hukum memandang bahwa senjata airsoft gun hanya 

sebuah mainan dan senjata untuk keperluan olahraga. Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat dijadikan landasan hukum 

terhadap penyalahgunaan senjata tersebut. Untuk saat ini, dalam rangka 

penengakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tersebut hanya dapat 

dipidana apabila diikuti atau digunakan sebagai sarana tindak pidana 

lain. 

2. Upaya Penegakan hukum pidana yang diambil oleh Kepolisian Resor 

Klaten, apabila terjadi penyalahgunaan airsoft gun dibagi menjadi 2 

(dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif 

meliputi razia, bimbingan masyarakat, dan melalui Samapta 

Bhayangkara (Sabhara). Sedangkan, upaya repreasif melakukan bentuk 

kordinasi baik kordinasi terbuka maupun tertutup.   
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B. Saran 

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi edukatif kepada masyarakat dan penegak hukum yang 

berkaitan dengan airsoft gun, agar masyarakat dan penegak hukum dapat 

memahami lebih dalam tentang airsoft gun. Memberikan pendidikan kepada 

penegak hukum tentang airsoft gun, agar penegak hukum tidak salah untuk 

mengambil kebijakan apabila mendapati kasus yang berkaitan dengan airsoft 

gun.     

2. Meningkatkan dan lebih memaksimalkan upaya-upaya yang telah ada dalam 

penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan airsoft gun.  
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